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MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 129
Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional,

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 273);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
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609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah PNS, prajurit Tentara
Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan pegawai lainnya yang berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu
jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi
di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada

jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri
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yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 2

Kelas jabatan disusun sebagai dasar penetapan tunjangan

kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.

(1)

(2)

Pasal 3

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun berdasarkan hasil evaluasi jabatan untuk setiap

jabatan di lingkungan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, yang terdiri atas:

a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai
di Lingkungan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagaimana terdapat dalam
Lampiran I, yang tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan
Persediaan Pegawai di Lingkungan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana
terdapat dalam Lampiran II, yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini;

c. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan
Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai di
Lingkungan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional sebagaimana terdapat dalam
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Lampiran III, yang tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

d. Tabel hasil Evaluasi Jabatan Struktural di
Lingkungan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagaimana terdapat dalam
Lampiran IV, yang tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini; dan

e. Tabel hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan
Jabatan Lainnya di Lingkungan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana
terdapat dalam Lampiran V, yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(3) Persediaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b, merupakan jumlah persediaan
pegawai berdasarkan data kepegawaian pada saat
Peraturan Menteri ini ditetapkan.

(4) Persediaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat diubah sesuai dengan kebutuhan organisasi sesuai

dengan ketersediaan jabatan.

Pasal 4
Sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri ini, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Kelas
Jabatan dan Pemangku Jabatan di Lingkungan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan  Nasional, dengan Keputusan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional.
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